BAB 11

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. KASUS POSISI

Bahwa Terdakwa Binahati Benedictus Baeha, baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dengan Baziduhu Ziliwu selaku Kepala Bagian Umum
dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nias, pada tanggal 08 Desember
2006 sampai dengan tanggal 16 Desemeber 2008 atau selambat-lambatnya pada
waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, berkedudukan di
Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Nias dan di Kota Medan Provinsi Sumatra
Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain, sesuai dengan Pasal 5 jo. Pasal 35
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 jo. Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/11/2001, tanggal 07 Februari 2011
termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada
Pengadilan Negri Medan yang berwenang membuktikan, menyidangkan dan
menetapkan perkara tindak pidana korupsi, secara menentang hukum yaitu dalam
penggunaan dana bantuan darurat kemanusiaan yang tidak sesuai dengan
kebutuhan dan yang ditetapkan sehingga bertentangan dengan Keputusan Ketua
Badan Koordinat Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan
Pengungsi. Serta pada penyediaan barang untuk mendukung kegiatan program

pengayoman masyarakat akibat bencana alam dan tsunami di Nias berbenturan
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dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memperbuat perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yakni Terdakwa
telah memakai sebagian dana bantuan tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan
diberikan pada orang lain, yang dapat merugikan anggaran Negara sebesar Rp.
3.764.789.238.- (tiga milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus
sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidak
tidak nya dapat merugikan anggaran negara sejumlah tersebut.

Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta yang terungkap dimuka persidangan antara lain:

a. Dari keterangan saksi Baziduhu Ziliwu, Temazaro Harefa, dan Yuliaro Gea
diperoleh fakta hukum bahwa dalam rapat tanggal 02 Februari 2007 tidak
ada notulen rapat ;

b. Bahwa sesuia keteangan saksi Baziduhu ziliwu, tidak adanya surat
penugasan kepada Ziliwu dalam keputusan rapat hanya secara lisan,
penugasan yang di berikan untuk melakukan penjajagan harga barang (vide
putusan halaman 23);

c. Dari keterangan saksi Baziduhu Ziliwu (putusan halaman 24) terbukti bahwa
saksi memberikan keterangan di persidangan yang menyatakan bahwa :
“saksi tidak mau mempertanggung-jawabkan penggunaan dana bantuan

karena tidak ada penunjukan kepada saksi sebagai pelaksana” ;
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Dari keterangan saki Yuliaro Gea (Putusan halaman 22), keterangan saksi
Baziduhu Ziliwu (putusan halaman 27) dan keterangan saksi Bualasokhi
Hulu,SE.,(putusan halaman 31), saksi Elizama Mendrofa (vide putusan
halaman 33), saksi Yasman Halawa (vide putusan halamn 36), terdakwa
membentuk panitia pengadaan sesuai surat perintah Tugas Nomor :
050/1327/2007 tanggal 28 Februaru 2007. Panitia Pengadaan di ketuai oleh
saksi Bualasokhi Hulu, SE.;

Dari keterangan saksi Baziduhu Ziliwu (vide putusan halaman 23),
dinyatakan : “saksi tidak di ikutsertakan sebagai panitia pengadaan
berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor : 50/1327/2007”;

Dari keterangan saksi-saksi diatas membuktikan terdapat kesesuian

dengan keterangan terdakwa, yang menyatakan tidak pernah memerintah kepada
Baziduhu Ziliwu untuk melaksanakan pengadaan, terdakwa meminta saksi
Baziduhu Ziliwu melakukan survey atau pengecekan/penjajagan harga barang
dilapangan (Vide pertimbangan hakim mengenai keterangan Terdakwa
dipersidangan, halaman72) ;

Identifikasi Fakta Hukum

Mengapa Hakim menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 356
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2. Bagaimanakah seharusnya hakim menerapkan aturan pasal yang sesuai
dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dalam Putusan Nomor 356

K/PID.SUS/2012?
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